
Mengingat: 

Menimbang : a. Bahwa dala: .L rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
dalam Pemba .igum.n, keberadaan Perangkat Desa mempunyai 
peran yang J>~ntint sehingga perlu diatur pedoman pengisian 
perangkat de..a; 

b. Bahwa dalar: rangka mem.berikan Pedoman bagi Pemerintah 
Desa dalam pelaks anaan pengisian Jabatan Perangkat Desa 
perlu ditetap -.an pcdo.nan pelaksanaannya; 

c. Bahwa berdusarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentar g Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat 
Desa; 

1. Undang-Und- ng Nr mor 28 Tahun 1999 Tentang 
Penyelenggarnan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotismr (Lembaran Negara Republik Indonesia 
I'ahun 1999 l-Iomor Ti, tambahan Lembaran Negara Republik 
.ndonesia Notuor 3t.51 ); 

2. .Jndang-Unda ng Nom or 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
~egara (Leml.aran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
"Iomor 4 7, T.-.mbahar Lembaran Negara Republik Indonesia 
\Iomor 4287) 

3. .Jndang-Undu 1g Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
(euangan Ar ara Pcm erintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
Lembaran Negara F'epublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
I'ambahan Lt nbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Jndang-Unda.ig Nomcr 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
~eraturan Pe 1, undang- U ndangan (Lembaran Negara Repu blik 
ndonesia Tall .m 2011 Nomor 82); 

5. .Jndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
Lembaran N·: .~ara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Fambahan Leiibaran tregara Republik Indonesia Nomor 5495); 

BUPA'tl BU'rON TENGAH, 

DJ;NGAN RAHMAT TlJHAN YANG MAHA ESA 

PENGANGKATAN DAN PEMBl~REIENTIAN PERANGKAT DESA 

TENTi~G 

PERAT:iRAN :BUTON TENGAH 
NOMO::! 2.-.. TAHUN 2020 

BUPAfI BUTON TENGAH 
PROVINS:: SULAWESI TENGGARA 
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Dalam Peraturan B1 pati ini yang dimak su j dengan : 

1. Daerah ad.ilah Kabupaten Buton Tengsh. 

Pasal 1 

BA.BI 
Kl:'rENTlJAN UMUM 

PERATURA\ BUPAfI TENTANG PENGANGKATAN DAN 
PEMBERHI:-~TIAl\. Pl~RANGKAT DESA 

Menetapkan : 

J1IEMUTt'SKAN 

6. Undang-Und: ng Ncmor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan 
Kabupaten c;uton Tengah di Propinsi Sulawesi Tenggara 
(Lembaran N~ gara Rcjublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, 
Tambahan L~ nbaran ~egara Republik Indonesia Nomor 5562); 

7. Undang-Undung Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Permerintaha n Dae rah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 201·1 Nor ior 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Ncmor 5562); 

8. Peraturan lemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pe.aksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Des: [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia I'! omor 5 539 sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Pera t uran :>ernerintah N omor 11 Tahun 2019 ten tang 
Perubahan k, dua s.tas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2014 tentan: Peraur an Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 2C 14 1 e ntang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tai un 2oic, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6321); 

9. Peraturan ~1 enteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 
tentang Peru.angkata 1- dan Pemberhentian Perangkat Desa 
(Lembaran I\ ·gara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), 
sebagaimans telah d iubah dengan Peraturan Mentri Dalam 
Negeri Nomor 67 Tshi.n 2017. 

10. Peraturan D.: erah (a mpaten Buton Tengah Nomor 2 Tahun 
2015 tentaru; Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 
But.on Tengah Tahur. 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Luton Tengah Nomor 02), sebagaimana 
telah diubah dengs.n Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Peru bahar Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 
tentang Ke11 ila De sa (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 
13); 

11. Peraturan BL pati Erut m Tengah Nomor 8 Tahun 2019 tentang 
Perubahan mas Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 13 
Tahun 2017 .entang ?edoman Pelaksanaan Peraturan daerah 
Kabupaten E .iton 1engah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kepala 
Desa. 
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2. Pemerintal Dae: ah adalah Kepa 1( t )aerah se bagai unsur penyelenggara 
Pemerintal.an Dr erah yang menimpn »elaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenai gan Daerah C1tonom. 

3. Bupati adalah Bipati Buton Ttngah. 
4. Kecamatar adale h wilayah keria Canat sebagai Perangkat Daerah. 
5. Camat ads lah pirnpinan perargkat daerah kecamatan yang wilayah kerjanya 

meliputi desa-de..a yang bersargkutan. 
6. Desa adak. h kes ituan masya: akat .iucum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untul. mengatur d: n me-ngurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyaraka t seumpat berdasarkar prakarsa masyarakat, hak asal-usul, 
dan/atau hak tradisional vang d akui dan dihormati dalam sistem 
pemerintal.an Negara Kesatuai. Republ k Indonesia. 

7. Pemerintal .an 1 -esa adalah penvelc .iggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentinga n m.-syarakat se.empat dalarn sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan J,~epubJ ik Indonesia. 

8. Pemerintal Desr adalah Kepn a Dc.sa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur 
penyelengg ara Pf merimahan r: .esa. 

9. Kepala Desa ad. ilah pejabat =>eme1inlah Desa yang mempunyai wewenang, 
tugas dan kewa iban untuk o.enye ler.ggarakan rumah tangga Desanya dan 
melaksana xan ti gas dari Pemrrintah cl an Pemerintah Daerah. 

10.Badan Pernusj awaratan De.sa )LDf:2 selanjutnya disingkat BPD, adalah 
lembaga vang melaksanak .n fungsi pemerintahan yang anggotanya 
merupakai I waki ,_ dari pendud .ik Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 
ditetapkan secar. t demokratis. 

11. Perangkat Desa adalah pen: .ran tu l-epala Desa dalam menyelenggarakan 
kegiatan F cmeri.itahan Desa, yang tc rdiri dari sekretariat Desa, pelaksana 
kewilayahs n, dar pelaksana k .cnis. 

12.Dusun ad.Iah b.igian wilayah dalari I>esa yang merupakan lingkungan kerja 
pelaksana kewila vahan. 

13. Tokoh mas.varak.it adalahtokc. L keag aniaan, tokoh adat, tokoh pendidikan, dan 
tokoh masv arakr t lainnya. 

14.Penjaringa 1 adalah kegiatan \ ang dila ksanakan oleh Panitia Penjaringan dan 
Penyarings n Per. mgkat Desa vang .ne liputi kegiatan penentuan persyaratan, 
pengum un. an da ,1 pendaftara: · Baka 1 C alon. 

15.Penyaringc n ada ah kegiatan : ang clilaksanakan oleh Panitia Penjaringan dan 
Penyarings n Per angkat Dess berupa pelaksanaan ujian penyaringan bagi 
Calon yan.; Berhak Mengiku t . Ujia n sampai dengan penetapan Calon yang 
Lulus dan vlemp -roleh Nilai Ti rtinggi. 

16.Panitia Peujaringan dan Penya ingan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut 
Panitia Pei ijarin, an dan Penyrringan, adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh 
Kepala Dvsa i mtuk mela:, sanak an kegiatan proses penjaringan dan 
penyarings n bag jabatan Pere igkat De sa. 

1 7. Bakal Cak .n Pei angkat Desa yang se .anjutnya disebut Bakal Calon, adalah 
penduduk Desa Warga Nega: a Rcpuhlik Indonesia yang telah mengajukan 
permohonr n kej iada Panitia Penja :-in gan dan Penyaringan Perangkat Desa 
untuk mergikuti pencalonan l erang cai Desa. 

18.Calon Pernngkat Desa yang ·,elanj'1trya disebut Calon adalah Bakal Calon 
yang telal. mel. lui penelitia. dan.ne menuhi persyaratan administrasi oleh 
Panitia Pei jaringan dan Penyaringar. Perangkat Desa. 

19.Calon yang Beriak Mengikr i Ujia.n Penyaringan adalah Calon yang telah 
dinyatakan lulus administrasi. 

20. Hari adala'r hari kerja. 
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(1) Permohor an se oagai Bakal <~alon Pe rangkat Desa diajukan kepada Kepala 
Desa Up. rim pc·njaringan cal:m perangkat desa dengan ketentuan: 
a. ditulis sendi -i dengan tintu hitam ci atas kertas bermaterai cukup; 
b. penyainpaian surat perr: ohona.n dikirim kepada Kepala Desa Up. tim 

penjar mgan .alon perang- at desa. 

Pasal 6 

Pengumuman pend, fta.ran Bakal :~alon Pf' ~angkat Desa dibuka dengan ta.hapan : 
a. tahap pendaftarr n selama 7 (s.-puluh] hari kerja; 
b. tahap selel .si administasi/berl.as, selarna 3 (tujuh) hari kerja; 
c. tahap seleksi ujian dan wawar ,:::ara c. h.iri kerja; 
d. tahap peru ·ta pan 2 hari kerja. 

PasaJ 5 

Bi!B CV 
P;:tNDAFTARAli' CALDN PERANGKAT DESA 

(1) Pemerintah De-.a dapat r elaksanskan pengisian kekosongan jabata.n 
Perangkat Desa selambat-ls nbatnya 2 (dua) bulan setelah kekosongan 
jabata.nya ;)eranf kat Desa. 

(2) Pengisian kekos mgan jabats. n Per.mgkat Desabisa dilakukan dengan cara 
mutasi sen a pen aringan dan jcnyaringan perangkat Desa. 

(3) Pengisian «ekos. .ngan Peraru; kat Dcsr sementa.ra dapat diisi oleh perangkat 
yang habis masa periodesasin. auntr.k _ angka waktu paling lama 4 bulan. 

(4) Sebelum n.elaks.inakan proser: pengisi.m kekosongan jabatan Perangkat Desa, 
Pemerinta.1 t Desa wajib mclap..rkan 1w1 meminta persetujuan pelaksanaannya 
kepada Bu pa ti rr elalui cama t. 

(5) Persetujua.i Cainat sebagairnana dir iaksud pada ayat (3) dalam bentuk 
rekomends si palng lambat 1 ningg i setelah berkas diterima. 

(6) Setelah re: .omendasi persetu tan d .terima, Pemerinta.h Desa membentuk tim 
penjaringai caloi Perangkat I: esa. 

(7) Tim penjai ingan calon Perang.cat D~sH berjumlah ganjil dan paling banyak 5 
orang, Tim terdir i dari Lembag ·L Kernasvarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat. 

Pasal 4 

BAB .n 
'IAHAPAN PE}IGISIAN PERANGKAT DESA 

2. Syarat khi. sus: 
a. memah, uni l- ondisi desa yang d .buktikan dengan membuat makalah 

tentang desa; 
b. mampu berkc munikasi dar mem ahumi bahasa dan budaya desa setempat; 
c. bersedi 1 bern mpat tinggal .liwilavah desa selama menjabat. 

8) sun t pernyataan bebs. ·; narkobabermaterai 6000 dan diketa.hui oleh 
kepr la des a; 

9) surf t per nyata.an tid» k morn .ntut apabila tidak terpilih menjadi 
pera ngkat desa. 
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(1) Bahan u jian p -nyaringan t- rupa uj ian tertulis bagi Calon Perangkat Desa 
disusun ileh T· m penjarings t caloi perangkat desa. 

(2) Apabila «leh kr rena sesuatu hal Tim penjaringan calon perangkat desa tidak 
memung.cinkai menyusun sendiri bahan ujian maka atas persetujuan 
Kepala Desa penyusunannya dapa ~ d bantu oleh Camat. 

(3) Materi uj ian mrliputi 
a. penge tahua 1 Pancasila; 
b. penge tahua 1 Undang-Ur lang Da sar Negara RI 1945; 
c. penge tahua 1 pemerintah..n desa; 
d. penge tahua 1 umum. 

(4) Materi uj tan da lam bentuk I' lihan ga.ida. 
(5) Jumlah s-oal ds lam ujian mirimal :"0(1 nomor dengan waktu 90 menit 
(6) Waktu can te npat pelakas.inaar i.jian ditentukan oleh Tim penjaringan 

calon pet angkr t desa. 
(7) Pelaksan.ian ujian calon konksi hasil ujian dilaksanakan dalam 1 (satu) hari. 
(8) Pelaksan an uiandan korek.i hasil ujian dituangkan dalam Beritaacara. 
(9) Tim penjaringa n calon pera ngkat de sa dalam memberikan persetujuan dan 

usulan pengar gkatan Caloi Peranckat Desa kepada Kepala Desa untuk 
diangkat menj..di Perangka: Desa ddasarkan pada basil ujian penyaringan 
berupa ujian tertulissertadapat mempertimbangkan penilaian terhadap 
Prestasi, Dedik rsi, Loyalitas dan Tidak Tercela (PDLT) Calon Perangkat Desa 
yang bersangkutan melalui ,, awancara. 

( 10) Selamba -Iamb rtnya 7 (tuju 1-) ha ~i setelah pelaksanaan ujian penyaringan 
berupa t, jian t( rulis dan wavanca ra Calon Perangkat Desa. Tim penjaringan 
calon pcrangl.at desa m.ngadakan Rapat untuk menetapkan Calon 
Perangkat Des; yang akan .Jusulkan pengangkatannya kepada Kepala Desa 
menjadi ! )erant kat Desa. 

Pa.sal7 

(2) Surat pcrmohonan dilamp >"i de ngan dokumen persyaratan sebagaimana 
dimaksu l dala. n Pasal 3. 

(3) Surat peimoho ian dan lampiran d ibiat dalam rangkap 2 (dua). 
(4) berkas l .ersya ·atan yang .. sli (hermaterai) 1 (satu) bandel untuk Tim 

penjarinean ca on perangkai. desa, sedangkan salinannya untuk Kepala Desa. 
(5) Tim pen.aring. n calon per= ngkat d esa meneliti berkas persyaratan bakal 

calon pt rangk rt desa, ap.: bila iernyata terdapat kekurangan dan atau 
keragu-r.iguan terhadap dorumen yang telah diajukan, bakal calon yang 
bersangk tan , liberi kesem f iatan un tuk melengkapi berkas persyaratannya 
paling lambat 3 (tiga) hari setelar penutupan pendaftaran bakal calon 
perangks t desa. 

(6) Hasil pei ielitian berkas persvaratan oakal calon perangkat desa dituangkan 
dalam Bf rita A, .ara. 

(7) Bakal cilon ierangkat d: sa vans: tidak memenuhi syarat, oleh Tim 
penjaringan talon peranjkat desa dinyatakan gugur dan berkas 
persyara anny. menjadi dok unen fin penjaringan calon perangkat desa. 

(8) Bakal ca! n Pe .angkat Desa vang ·)erkas persyaratannya dinyatakan lengkap 
dan rnerr enuhi syarat ditetapkan seb.igai Calon Perangkat Desa. 
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(1) Berdasarkan keputusan tim tentang persetujuan dan usulan pengangkatan 
calon Perangkr t Desa men] :tdi Pera agkat Desa. Kepala Desa menetapkan 
Perangkat Desa dengan I<::putu:mn Kepala Desa setelah mendapatkan 
rekomendasi pt rsetujuan Ca.nat. 

(2) Keputusan Pengankatan Per..ngka: Desa, Kepala Desa mencantumkan masa 
jabatan a tau pt riodesasinya. 

(3) Masa jabatan a tau periodesa:si Perangkat Desa Maksimal sama dengan Masa 
jabatan Kepala Desa. 

(4) Perangka t Des a yang hab s ma.sa jabatan atau periodesasinya, dapat 
diangkat kembali sampai ma.csima berumur 60 Tahun. 

Pasal 9 

BAB ,'11 
PENETAPAN PE~RANGKAT DESA 

(1) Bakal calon dan calon Pere igkat Dcsa dilarang memberikan sesuatu baik 
langsung maujun tidak Iangsung kepada siapapun dengan maksud atau 
dalih apa pun dalam usahan: a untuk meluluskan dirinya dalam pencalonan 
dan peng.ingka an Perangka: Desa. 

(2) Bakal cal on da n calon Pera ngkat De sa yang terbukti melanggar ketentuan 
diatas dapat dinyatakan gugur dalsm pencalonan Perangkat Desa. 

(3) Dalam h:11 bal.al calon atai calcn Perangkat Desa terbukti memalsukan 
keterangan me.igenai dirinyt. dan hal tersebut diketahui setelah penetapan 
sebagai c.ilon perangkat pes.: . maka rim berhak menyatakanbakal calon atau 
calon per.mgka desa gugur. 

(4) Dalam hal pem.ilsuan keters igan terjadi pada calon Perangkat Desa tersebut 
diketahu: setel..h penetapan sebagai Perangkat Desa, maka calon Perangkat 
Desa ter .ebut tetap dilantil: dan a pabila di kemudian hari berdasarkan 
putusan peng.idilan yang merr.pi. nyai kekuatan hukum tetap yang 
bersangkutan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan, yang 
bersangkutan diberhentikan :larijabatannya sebagai Perangkat Desa. 

(5) Tindakan dan sanksi bagi .mggota tim atau siapapun juga yang terbukti 
melakukan pelanggaran terhadap ke ientuan yang berlakudalam pencalonan 
dan peng.mgka an Perangkat Desa urtuk kepentingan pribadi atau golongan, 
dikenakan tin.Iakan atau sank.si sesuai dengan ketemuan peraturan 
perudang-unda ngan yang berlaku. 

Paual 8 

BABiTI 
LARANCrAN DAN SANKSI I1ALAM Pl~NCALONAN PERANGKAT DESA 

(11) Keputusan Tim penjaringan . alon Pe rangkat Desa tentang perasetujuan dan 
usulan Calon Ferangkat Desa dila ksanakan dalam Rapat Tim yang dihadiri 
oleh seku rang-l.urangnya 2;:1 (dua per tiga) darijumlah Anggota Tim. 

(12) Keputusa n Tim penjaringan calon Perangkat Desa tentang persetujuan dan 
usulan C alon )erangkat D1::m dikirimkan kepada Kepala Desa selambat 
lambatnya 3 (t.ga] hari kerju setelah penetapannya. kemudian kepala desa 
mengiriml an krpada camat .mtuk memperoleh rekomendasi persetujuan. 

(13) Pengusul.in ber kas dilegkapi deng.m hasil tes tertulis dan wawancara serta 
berita aca ra. 
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(1) Kepala De-.a Me nberhentikan Pera ngkat Desa setelah berkonsultasi dengan 
Camat 

(2) Perangkat Desa l icrhenti kare: a : 
a. Mening zal Dt nia; 
b. Permin aan S -ndiri; 
c. Diberhr ntika: t. 

(3) Perangkat Desa liberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
karena: 
a. Telah h.ibis n asa pengang- atannya /periodesasinya; 
b. Usia tel.ih ger ap 60 (enam .iuluh tahun; 
c. Dinyats kan <ebagai terpirlana ya 11g diancam dengan pidana penjara 

paling s.ingka 5 (lima) tah. n ber Iasarkan putusan pengadilan yang telah 
mempu .iyai k -kuatan huki. m tetap; 

d. Berhala ngan · etap; 
e. Tidak lE gi memenuhi persyuratan sebagai perangkat desa; dan 
f. Melangiar lar mgan sebags perangkat desa; 
g. Terlibat politi c praktis yang dibuktikan dengan data dan dokumentasi 

serta kt terans an dari Panw LS setem oat. 
(4) Pemberhentian p -rangkat des» sebagainana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

dan b <lite· apkar dengan kep I .tusan I, epala Desa dan disampaikan kepada 
Camat ata u sel utan lain puling lam bat 14 (empat belas) hari setelah 
ditetapkan. 

Pasal 11 

E .i.gian Kesatu 
P• ~ rnberlrer rtfan 

BAE!D( 
~>EMBERHE~· :i'IAN :?E:RA.NGKAT DESA 

(1) Kepala D< sa m. lantik Peran.: mt D ~st paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja 
setelah p<: netap. in pengangks. · an Pera ngkat Desa. 

(2) Pelantikan Pera igkat Desa d t -iertai de 'igan pengambilan sumpah oleh Kepala 
desa. 

(3) Pelantikar Perangkat Desa mrnggunakan Pakaian Dinas Harian Lengkap. 
(4) Susunan .icara dalam pengarnbilan sumpab./janji dan pelantikan Perangkat 

Desa: 
a. Pembaiaan 1' eputusan Pe ugangkar.m Perangkat Desa; 
b. Pengar ibilan sumpab /jan i i Perangkat Desa oleh Kepala Desa. 
c. Kata-k ita pe antikan oleh ~epalL Desa. 
d. Amana L Kepr La Desa. 
e. Pemba aan l -o'a, 

Pasal :~O 

BAE; VCII 
PERESMJAN PERANGKAT DESA 

(5) Perangka desa yang diperp..njang rr asa jabatan atau periodesasinya tidak 
lagi mengtkuti s eleksi penjar: igan clar penyaringan calon perangkat desa. 



BERITA DAER'- H KABUPATEN Bt''l:'ON TENGAH TA.HUN 2020 NOMOR 2. 

KOSTANTINUS BUKI E 

SEKRETARIS I•AERAH 
KABUPATEN BUTON fENGAH 

Diundangkan d: Labu igkari 
Pada Tanggal -"Jo J, inuari 2020 

BUPATI BUTON TENGAH 

Ditetapkan di Labungkari 
Pada Tanggal '3oJanuari 2020 

Agar setiap oran.: mengetahu irya, ruemerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengr n penempatnnya dalam Berita Daerah Kabupaten Euton 
Tengah. 

Peraturan Eiupati ini mulai berliku pud.. tanggal diundangkan. 

Pasul J.5 

BAB >I 
KETE:NTUAN PENUTUP 


